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ABSTRAK

Kejahatan pajak dan korupsi telah menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar 
di berbagai negara. Oleh sebab itu salah satu fokus dari Sustainable Development 
Goals adalah bagaimana mengurangi korupsi secara substansial dalam semua ben-
tuknya. Korupsi dan kejahatan pajak dapat saling berkaitan oleh karena itu diperlukan 
kebijakan yang tepat dari otoritas pajak dan otoritas anti korupsi dalam menanganinya. 
Studi ini bertujuan untuk mengetahui desain kerjasama yang dapat dilakukan dalam 
menangani kejahatan pajak dan korupsi. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa 
desain sistematis dapat dilakukan melalui kerja sama antar otoritas pajak dan otoritas 
anti korupsi dengan mempertimbangkan tiga aspek. Aspek pertama adalah men-
gidentifikasi perilaku ketidakpatuhan pajak, aspek kedua adalah mengidentifikasi 
indikator kejahatan pajak dan korupsi, sedangkan aspek ketiga adalah menentukan 
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ABSTRACT

Tax crimes and corruption have caused huge losses in various countries. Therefore, one 
of the emphases of the Sustainable Development Goals is how to reduce corruption sub-
stantially in all its forms. Corruption and tax crimes can be interrelated. Hence, appropri-
ate policies are needed from the tax authorities and anti-corruption authorities in han-
dling them. This study aims to discover the collaboration design in dealing with tax 
crimes and corruption. The analysis results illustrate that systematic design can be 
carried out through collaboration between tax authorities and anti-corruption authorities 
by considering three aspects. The first aspect is identifying tax non-compliance 
behaviour, the second is identifying tax crime and corruption indicators, while the third 
aspect is determining the form of collaboration needed. This study also opens up oppor-
tunities for collaboration in the form of information exchange by the Directorate General 
of Taxes and the Corruption Eradication Commission through a tax monitoring and 
public complaints database and state administrators’ assets report. 
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tahunnya sekitar $2,6 triliun hilang akibat 
korupsi. Nilai tersebut setara dengan 5% 
dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 
secara global. Korupsi juga telah menye-
babkan sekitar $50 miliar raib setiap 
tahunnya di kawasan Afrika. Bahkan peru-
sahaan multinasional seperti Goodyear 
asal Amerika Serikat menyuap pejabat 
Kenya dan Angola sekitar $3,2 juta untuk 
memenangkan kontrak (Irfan, 2017).
 Nilai kerugian negara akibat korupsi 
di Indonesia juga menunjukkan angka 
yang signifikan. Berdasarkan data dari 
Indonesia Corruption Watch (ICW), sepan-
jang 2017 terdapat 576 kasus korupsi 
dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 
triliun dan suap Rp211 miliar (Saputri, 2018). 
Adapun kerugian negara dalam kurun 
waktu 2001-2005 berdasarkan hasil kajian 
Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas 
Gadjah Mada mencapai Rp203,9 triliun.
 Sementara hukuman denda dan 
sita aset hanya terkumpul sebesar Rp21,26 
triliun sehingga rakyat harus mensubsidi 
sebesar Rp182,64 triliun. Kerugian negara 
tersebut melibatkan 2.321 kasus dan 3.109 
terdakwa. Hasil kajian tersebut juga 
menunjukkan bahwa hukuman finansial 
terhadap terpidana korupsi cenderung 
suboptimal, lebih rendah dibandingkan 
dengan kerugian negara yang diakibatkan 
(Mohammad, 2016).
 Dalam laporan Transparency Inter-
national, Indonesia menempati peringkat 
89 dari 180 negara dengan skor 38 pada 
Corruption Perception Index (CPI) atau 
Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2018 
(Transparancy International, 2019). Laode 
M Syarif, selaku pimpinan Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa 
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ditentukan 
oleh berbagai komponen seperti  layanan 
publik, kepastian hukum, kemudahan 

bentuk kerja sama yang diperlukan. 
Studi ini juga membuka peluang 
kerjasama berupa pertukaran informasi 
oleh Direktorat Jenderal Pajak dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui 
sistem informasi pengawasan pajak dan 
basis data pengaduan masyarakat serta 
pelaporan harta penyelenggara 
negara. 
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Pajak dan korupsi dapat saling terkait 
karena pelaku korupsi akan kesulitan 
melaporkan pendapatan yang diper-
oleh dari kegiatan korupsi untuk 
pelaporan pajaknya. Berdasarkan data 
Bank Dunia atas 25.000 perusahaan di 
57 negara ditemukan data bahwa peru-
sahaan yang lebih banyak melakukan 
suap cenderung juga lebih banyak 
menghindari pajak (World Bank Policy 
Research Working Paper dalam OECD, 
2018). Dalam perspektif yang lebih luas, 
di mana praktik korupsi telah menjadi 
kelaziman di masyarakat maka kondisi 
ini dapat mendorong terjadinya tax eva-
sion (OECD, 2018). Sebuah survei peru-
sahaan Intelligence Fusion Centre (IFC) 
menemukan bahwa 13,3% bisnis secara 
global melaporkan kondisi dimana 
“perusahaan diharapkan memberikan 
hadiah dalam pertemuan dengan peja-
bat pajak”, dengan frekuensi dari nol 
hingga 62,6% (OECD, 2018).
 Isu korupsi telah menimbulkan 
kerugian dan dampak yang luas pada 
berbagai sektor. Persatuan Bangsa 
Bangsa (PBB) mencatat bahwa setiap 

1. PENDAHULUAN



menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 
1989 – 2017, aliran keuangan gelap dari 
enam komoditas ekspor unggulan berupa 
batu bara, minyak sawit, tembaga, karet, 
kopi dan udang-udangan mencapai 
$142,07 miliar. Penelitian tersebut juga 
mengungkapkan bahwa sebanyak $101,40 
miliar merupakan aliran keuangan gelap 
yang masuk ke Indonesia dengan skema 
over invoicing. Sementara aliran keuan-
gan gelap yang keluar dari Indonesia 
dengan cara under invoicing mencapai 
$40,58 miliar (Kartika, et al., 2019). Bentuk 
ini dapat dikategorikan tax evasion karena 
ada unsur kesengajaan dalam manipulasi 
data bahkan dapat termasuk tax fraud 
atau kejahatan pajak ketika terjadi aktivitas 
melanggar hukum dalam aliran keuangan 
gelap tersebut.
 Pada tahun 2015, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah menyetujui 17 Sus-
tainable Development Goals (SDGs), 
termasuk target khusus untuk mengurangi 
korupsi secara substansial dalam semua 
bentuknya. Dalam konteks ini, OECD dan 
Bank Dunia mendukung setiap yurisdiksi 
untuk memperkuat kerangka hukum dan 
kelembagaan mereka untuk pencegahan, 
deteksi, investigasi, penuntutan, dan 
pengembalian hasil kejahatan kejahatan 
pajak dan korupsi. Pada tahun 2012, 
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) - 
sebuah organisasi antar pemerintah yang 
didirikan pada tahun 1989 atas prakarsa 
the Group of Seven (G7) untuk member-
antas pencucian uang memasukkan 
korupsi, penyuapan, dan kejahatan pajak 
dalam daftar pelanggaran sebagai bentuk 
pencucian uang dalam Standar Internasi-
onal tentang Pemberantasan Pencucian 
Uang dan Pendanaan Terorisme dan Pro-
liferasi.

berbisnis, dan relasi antara politik 
dengan bisnis. Perbaikan sejumlah 
parameter itu tak hanya menjadi tugas 
KPK saja sebagai otoritas anti korupsi di 
Indonesia, tapi juga seluruh pemangku 
kepentingan di Indonesia. Laode mene-
gaskan bahwa upaya KPK untuk 
menaikkan skor IPK akan sulit dicapai 
tanpa dukungan pihak lain. Sebanyak 
apa pun upaya penindakan yang 
dilakukan KPK dalam upaya pemberan-
tasan korupsi, tidak akan cukup tanpa 
upaya bersama berbagai elemen 
bangsa (KPK, 2018). 
 KPK telah berusaha melakukan 
perbaikan sistem sebagai upaya pence-
gahan dan pemberantasan korupsi. 
Salah satunya dengan melibatkan peran 
masyarakat untuk memberikan informa-
si dan pengaduan adanya indikasi tindak 
pidana korupsi. Berdasarkan data yang 
diambil dari situs KPK, terdapat 6.000 
pengaduan pada tahun 2017 yang 
meningkat pada tahun 2018 menjadi 
6.468 laporan dugaan korupsi berbagai 
entitas, baik orang pribadi maupun 
korporasi (KPK, 2019). 
 Walaupun masih harus melalui 
proses verifikasi untuk dapat dikategori-
kan sebagai laporan yang dapat ditin-
daklanjuti oleh KPK, data tersebut dapat 
menjadi early warning bagi kepentin-
gan otoritas lain yang berkepentingan 
termasuk diantaranya otoritas pajak 
terkait pengawasan kewajiban perpaja-
kan dari entitas yang dilaporkan.
 Aliran keuangan gelap (illicit 
financial flow) ditengarai sebagai salah 
satu penyebab hilangnya potensi 
penerimaan negara dari praktik pengh-
indaran pajak. Penelitian dari Perkum-
pulan Prakarsa pada tahun 2019 
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dolar denda pidana, denda pajak, dan 
pengembalian aset (OECD, 2018).
 Pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini 
menekankan upaya strategis yang perlu 
dilakukan untuk mencegah korupsi, men-
dorong program pencegahan korupsi 
yang menghasilkan hasil dan dampak 
yang terukur, dan meningkatkan sinergi 
antara program pencegahan korupsi 
dengan kebijakan pemerintah serta kebi-
jakan strategis dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Sebagai bagian dari imple-
mentasi kebijakan tersebut, maka sinergi-
tas otoritas pajak dan KPK perlu ditingkat-
kan untuk mendukung agenda pember-
antasan korupsi dan optimalisasi peneri-
maan negara. 
 Menurut OECD (2018), masih ada 
ruang yang signifikan untuk peningkatan 
kerja sama antara otoritas pajak dan otori-
tas anti korupsi. Dalam laporan OECD 
(2018) setidaknya ada 53 negara telah 
menerapkan kerja sama antar otoritas 
secara sistematis pada praktik internasion-
al. Oleh karena itu, Peraturan Presiden 
Nomor 54 tahun 2018 telah membuka 
ruang kajian bagaimana kerja sama siste-
matis antara otoritas pajak dan otoritas 
anti korupsi yang dapat diimplementa-
sikan di Indonesia berdasarkan rekomen-
dasi OECD sebagaimana juga telah diter-
apkan pada berbagai negara.
 Berpijak dari hal tersebut, penulis 
tertarik untuk membahas bagaimana 
desain dan peluang kerja sama antar otor-
itas dalam menangani kejahatan pajak 
dan korupsi untuk meningkatkan kepatu-
han pajak sesuai rekomendasi OECD. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
 

Otoritas pajak dan otoritas anti korupsi 
dapat melakukan kerja sama sistematis 
untuk mengatasi kejahatan pajak dan 
korupsi. Otoritas pajak memiliki data 
kekayaan pribadi dan perusahaan serta 
informasi seperti pendapatan, aset, 
transaksi keuangan, dan informasi 
perbankan yang dapat menjadi sumber 
informasi berharga bagi otoritas antiko-
rupsi. Sebaliknya, otoritas anti korupsi 
dapat memberikan informasi penting 
tentang investigasi korupsi yang dapat 
membantu keputusan untuk membuka 
kembali audit pajak atau investigasi atas 
kejahatan di bidang perpajakan. 
Namun demikian pada beberapa 
negara, pelaporan dan pembagian 
informasi antara pihak berwenang 
sering terjadi secara ad-hoc. Hal ini 
diperkuat oleh studi OECD pada tahun 
2017 yang menyatakan bahwa hanya 
2% dari kasus penyuapan yang tersele-
saikan antara 1999 dan 2017 yang 
terdeteksi oleh otoritas pajak (OECD, 
2018).
 Contoh keberhasillan peningka-
tan kerja sama antara otoritas pajak dan 
otoritas penegak hukum terkait korupsi 
adalah kasus investigasi terhadap peru-
sahaan minyak milik Brazil, Petrobras, 
yang dimulai pada tahun 2014. Auditor 
pajak berperan penting dalam investi-
gasi korupsi transnasional dengan men-
ganalisis data pajak dan bea cukai dari 
tersangka dan berbagi informasi 
dengan penegak hukum Brazil. Hasil 
kerja sama tersebut adalah terungkap-
nya bukti pencucian uang, penghinda-
ran pajak, dan penyembunyian aset 
serta pelacakan arus keuangan. Kerja 
sama tersebut juga menyeret banyak 
pejabat publik dan politisi serta miliaran 
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Kejahatan pajak berkaitan dengan kesen-
gajaan dalam melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang 
dengan maksud memperoleh keuntungan 
yang berakibat pada kerugian negara. 
Adyan (2007) menyatakan bahwa kejaha-
tan pajak termasuk kejahatan yang sulit 
dijangkau oleh hukum (offences beyond 
the reach of the law). Hal ini disebabkan 
oleh pelaku yang profesional, periode 
kejahatan yang cukup lama, dan keterkai-
tan dengan sektor lain seperti pemerintah, 
swasta dan masyarakat.
 Salah satu referensi definisi untuk 
korupsi adalah semua pelanggaran yang 
diatur dalam Bab III Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi 
(UNCAC), termasuk penyuapan pejabat 
publik baik domestik maupun asing di 
sektor publik ataupun swasta, penggela-
pan, penyalahgunaan properti, perdagan-
gan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, 
dan pengayaan illegal (OECD, 2018). 
Adapun definisi korupsi menurut Trans-
parency International adalah “the abuse of 
entrusted power for private gain” 
(https://www.transparency.org).
 Adapun perbuatan korupsi dalam 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
didefinisikan sebagai "Setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara...". Dalam Pasal 3, 
korupsi dinyatakan sebagai "Setiap orang 
yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenan-
gan, kesempatan atau sarana yang ada 

kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Penelitian ini juga diharapkan 
dapat menjadi sumbangan pemikiran 
bagi pengambil kebijakan pada otoritas 
terkait dalam mensukseskan agenda 
pemberantasan korupsi sekaligus 
meningkatkan kepatuhan pajak. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneli-
tian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis bagaimana desain kerja 
sama otoritas pajak dan otoritas anti 
korupsi dalam menangani kejahatan 
pajak dan korupsi.
2. Menganalisis peluang kerja sama 
Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam menan-
gani kejahatan pajak dan korupsi 
sebagai upaya meningkatkan kepatu-
han pajak.
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut OECD (2017a), setiap yurisdiksi 
memiliki definisi berbeda terkait termi-
nologi kejahatan pajak atau tax crime. 
Namun secara umum, OECD menya-
takan bahwa tax crime adalah “inten-
tional conduct that violates a tax law, 
and is intended to be broad enough to 
accommodate the different legal defini-
tions that may apply under domestic law. 
It is intended to cover the violation of 
both tax law obligations, as well as indi-
rect tax obligations (such as VAT or 
GST)”. Beberapa yurisdiksi juga dapat 
memberikan batasan berbeda pada 
jenis tax crime berupa non compliance 
offences, intentional tax offences dan 
specific offences (OECD, 2017a).



yaitu kesempatan secara legal dan niatan. 
Dua faktor tersebut menjadi kombinasi 
penyebab dari munculnya isu ketidakpat-
uhan pajak. Kesempatan secara legal 
berarti bahwa sesuatu yang dilakukan 
Wajib Pajak tidak menyalahi ketentuan 
secara ketentuan perundang-undangan. 
 Adapun niatan dapat diartikan 
sebagai perilaku atau nilai yang diyakini 
kebenarannya di masyarakat. Keyakinan 
ini menjadi timbul karena hal yang sama 
dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya 
tanpa diimbangi tindakan tegas dari otori-
tas pajak.
 Penelitian terdahulu oleh Yustinus 
Prastowo (2017) menyebutkan bahwa 
performa penerimaan pajak yang rendah 
disebabkan oleh rendahnya kapasitas 
dalam enforcement serta tingkat keper-
cayaan yang rendah akibat tingginya ting-
kat korupsi. Untuk mengintegrasikan 
agenda pemberantasan korupsi dan pen-
ingkatan kepatuhan pajak diperlukan 
desain baru atas struktur koordinasi antara 
institusi pemerintah.
 Adapun Bernd Schlenther (2017) 
dalam penelitiannya membahas berbagai 
instrumen mitigasi dalam upaya pencegah-
an korupsi dan penghindaran pajak.  
Schlenther juga menyatakan bahwa aspek 
penting yang perlu dilakukan otoritas pajak 
adalah meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, perlindungan terhadap whis-
tle blower, dan peningkatan leadership 
dalam pelayanan kepada publik.

padanya karena jabatan atau kedudu-
kan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara ..."
 Terdapat beragam definisi dari 
konsep tax evasion dan tax fraud. 
Konsep tax evasion menurut (Boháč, 
2015) sebagaimana dikutip oleh Saxun-
ova et al. (2017) dapat dipahami sebagai 
situasi di mana pajak tidak ditetapkan 
sesuai aturan hukum sedangkan konsep 
tax fraud didefinisikan sebagai kejahatan 
penipuan (crime of fraud) dari perspektif 
hukum pidana.  Adapun The European 
Commission (EC-Taxation and Customs 
Union, 2017) dalam Saxunova et al. (2017) 
mendefinisikan perbedaan terminologi Tax 
Fraud, Tax Evasion dan Tax Avoidance 
sebagai berikut:
1) Tax Fraud - “adalah bentuk penghinda-
ran pajak yang disengaja yang dapat ditin-
dak di bawah hukum kriminal. Istilah ini 
mencakup situasi di mana pernyataan 
palsu yang sengaja diajukan atau dokumen 
palsu yang diproduksi ”
2) Tax Evasion - “umumnya terdiri dari pen-
gaturan ilegal di mana kewajiban pajak 
disembunyikan atau diabaikan, yaitu pem-
bayar pajak membayar pajak lebih sedikit 
dari yang seharusnya dibayar berdasarkan 
undang-undang dengan menyembun-
yikan pendapatan 
3) Tax Avoidance - “didefinisikan sebagai 
tindakan sesuai hukum untuk meminimal-
kan atau menghilangkan pajak yang seha-
rusnya secara hukum terutang. Seringkali 
melibatkan eksploitasi dokumen hukum 
yang ketat, celah dan ketidakcocokan 
untuk mendapatkan keuntungan pajak 
yang awalnya tidak dimaksudkan oleh 
undang-undang ”.
 Konsep kepatuhan pajak menurut 
Langham, et al. (2012) dipengaruhi oleh 

Redhy Matabean, Vishnu Juwono/ Kerja Sama Otoritas Pajak dan Otoritas Anti Korupsi...(2019) 75-91

80



vensi persepsi masyarakat untuk meningkat-
kan kepatuhan. Dalam konteks ini, maka pen-
ingkatan mekanisme kerja sama antar otoritas 
menjadi bagian dari perbaikan sistem penga-
wasan kepada wajib pajak.
 OECD telah menerbitkan 10 Prinsip 
Global untuk Memerangi Kejahatan Pajak 
pada tahun 2017. Sepuluh prinsip tersebut 
dapat menjadi panduan untuk melakukan 
kajian atas aturan domestik dalam mende-
sain kebijakan menangani kejahatan pajak 
dan mengidentifikasi di area mana 
perbaikan dapat dilakukan. Dalam desain 
kebijakan tersebut diperlukan strategi 
yang efektif sebagaimana prinsip ke-2 
rekomendasi OECD “Devise an Effective 
Strategy for Addressing Tax Crimes”. Otori-
tas pajak perlu melakukan identifikasi 
berbagai variasi ketidakpatuhan pajak dan 
strategi spesifik dalam menangani setiap 
bentuk ketidakpatuhan tersebut (OECD, 
2017b).
 Dalam panduan strategi mengatasi 
ketidakpatuhan pajak pada Gambar. 1,  
OECD (2017b) membagi tindakan ketidak-
patuhan pajak menjadi empat kategori 
yaitu Tax Compliance, Tax Avoidance, Tax 
Evasion, dan Tax Fraud. Masing-masing 
kategori tersebut diatasi dengan metode 
berbeda sesuai dengan tingkat ketidak-
patuhannya. Untuk tingkat ketidakpatu-
han berupa Tax Compliance diperlukan 
strategi simplifikasi pelayanan.  Tax Avoid-
ance diatasi dengan fokus pada penga-
wasan dan kerja sama, sedangkan untuk Tax 
Evasion yang diperlukan adalah kontrol dan 
sanksi atas wajib pajak. Adapun untuk Tax 
Fraud diperlukan strategi lebih serius dalam 
melawan dan mencegah (combatting and 
preventing) fraud berupa investigasi dan 
audit pajak, tuntutan dan hukuman, elimi-
nasi dari legal financial circles serta kerja 

Penanganan kejahatan pajak dan korupsi 
di Indonesia saat ini dilakukan oleh otoritas 
yang berbeda. Dengan tantangan yang 
semakin meningkat maka diperlukan kerja 
sama antar otoritas melalui strategi yang 
tepat agar tindakan yang dilakukan 
berjalan efektif.
 Berdasarkan rekomendasi OECD, 
desain kerja sama antara otoritas pajak dan 
otoritas anti korupsi perlu mempertim-
bangkan tiga aspek penting yaitu (i) men-
gidentifikasi perilaku ketidakpatuhan pajak, 
(ii) mengidentifikasi indikator kejahatan 
pajak dan indikator korupsi, dan (iii) 
menentukan bentuk kerja sama antar otor-
itas (OECD 2017a, 2018).

1)  Mengidentifikasi perilaku ketidakpatuhan 
pajak. 
Isu ketidakpatuhan pajak memicu terjadin-
ya penghindaran pajak hingga kejahatan 
pajak. Pelaku ketidakpatuhan pajak akan 
selalu mencari cara baru dan melakukan 
berbagai upaya baik legal maupun ilegal 
untuk menghindari pajak. (Saxunova, et al., 
2017). Ketidakpatuhan pajak menurut 
Langham, et al. (2012) disebabkan oleh 
adanya kesempatan secara legal serta 
adanya niatan dari pelaku. Kesempatan 
secara legal ini dapat berwujud celah 
aturan hukum sehingga menjadi ‘pembe-
naran’ suatu tindakan yang dilakukan oleh 
pelaku karena merasa tidak menyalahi 
aturan tersebut. Sebagai solusi, Langham, 
et al (2012) menyarankan kepada otoritas 
pajak agar memahami kelemahan pada 
aturan yang berlaku dan mengaplikasikan 
perbaikan sistem sehingga bisa menginter-
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3. PEMBAHASAN 
3.1 Desain Kerja sama Otoritas
     Pajak dan Otoritas Anti Korupsi



data indikator kejahatan pajak dan korupsi 
dapat dimasukkan sebagai variabel pen-
gawasan kepada wajib pajak dengan 
kriteria tertentu.

Secara umum indikator dari suap dan 
korupsi dapat dilihat dari aspek Affirmative 
Indications dan Affirmative Acts. Aspek 
Affirmative Indications berhubungan 
dengan gaya hidup yang tidak sesuai 
dengan profil penghasilan, transaksi bisnis 
dengan laba tidak wajar, dan hubungan 
tidak wajar antara wajib pajak dan konsul-
tan eksternal. Sementara itu, aspek 

Dalam disertasinya, Pratomo (2018) 
menyebutkan urgensi penggunaan CRM 
sebagai tata kelola kepatuhan, sehingga 
program CRM telah masuk dalam peta 
strategi Direktorat Jenderal Pajak tahun 
2015-2019. Namun sampai saat ini penggu-
naan CRM oleh DJP masih dalam tahap 
piloting sebagaimana dipaparkan dalam 
tesis Andiko (2018).

2)  Mengidentifikasi Indikator Kejahatan 
Pajak dan Korupsi 

Setelah mengidentifikasi perilaku ketida-
kpatuhan dan melakukan penanganan 
melalui CRM, maka hal yang penting 
dilakukan adalah bagaimana mengiden-
tifikasi indikator kejahatan pajak dan 
indikator korupsi. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Andiko (2018) bahwa peman-
faatan CRM tidak akan optimal apabila 
tidak didukung data yang memadai. 
Oleh sebab itu dalam pengembangan 
CRM sebagai manajemen kepatuhan, 

sama dengan sistem peradilan dan 
kepolisian.
Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak yang 
telah dipetakan tersebut dapat menjadi 
landasan bagaimana bentuk penanga-
nan selanjutnya. OECD (2004) telah mer-
ekomendasikan penggunaaan Compli-
ance Risk Management (CRM) dalam 
memahami perilaku ketidakpatuhan 
pajak dan bagaimana strategi yang tepat 
dalam menanganinya. 
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Gambar 1. 
Bentuk Tindakan Ketidakpatuhan Pajak dan Rekomendasi Strategi Penangannya

Sumber: OECD, 2017b



pemahaman otoritas pajak terhadap indikator 
korupsi dan sebaliknya bagaimana pemaha-
man otoritas anti korupsi terhadap tax crime. 
OECD (2018) telah merekomendasikan 
indikator korupsi apa saja yang harus dipaha-
mi baik oleh otoritas pajak maupun otoritas 
anti korupsi dalam kerangka kerja sama ini 
sebagaimana Tabel 1 berikut:

Affirmative Acts berkaitan dengan 
penghapusan catatan keuangan, 
penyembunyian rekening bank dan 
transaksinya, serta penyembunyian 
sumber atau tujuan pembayaran 
(OECD, 2018).
 Dalam hal ini, aspek yang perlu 
diperhatikan dalam desain kebijakan kerja 
sama antar otoritas adalah bagaimana 
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Sumber: OECD, 2018, Diolah Oleh Penulis

Tabel 1. Indikator Korupsi Dan Tax Crime Yang Perlu Diidentifikasi oleh 
Otoritas Pajak dan Otoritas Anti Korupsi 

Kriteria Identifikasi Indikator 
Korupsi oleh Otoritas 

Pajak 

Identifikasi Indikator Tax 
Crime  

oleh Otoritas Anti Korupsi 
External risk 
environment 

Entitas yang beroperasi di 
negara atau industri berisiko 
korupsi tinggi dan 
beroperasi di sektor dengan 
regulasi tinggi. 

Industri dengan resiko komersial 
tinggi atau wajib pajak dengan 
tekanan keuangan, sektor 
dengan pajak yang tinggi, celah 
yang dieksploitasi untuk 
penghindaran membayar pajak. 

Internal risk 
environment 
 
 
 
 

Struktur hukum atau 
hubungan yang dapat 
dieksploitasi untuk tujuan 
korupsi, perusahaan dengan 
internal kontrol yang lemah, 
sejarah tindakan korupsi. 

Struktur hukum yang 
memfasilitasi tax crime, metode 
bisnis yang dapat 
menyembunyikan penghasilan 
atau memfasilitasi tax crime, 
sejarah adanya tax evasion atau 
tax crime. 

Transactions Transaksi tidak wajar yang 
tidak sesuai aktivitas bisnis, 
melibatkan pihak yang 
mencurigakan 
 
 

Pembayaran suap kepada 
pejabat domestik atau asing,  
pembayaran mencurigakan 
kepada pejabat publik,  aset yang 
belum diumumkan kepada 
otoritas pajak, rekening asing 
atau tersembunyi 

Payments and 
money flows 

Pembayaran yang tidak jelas 
sumber dan tujuannya dan 
mencurigakan 

 
- 

Outcomes of 
transactions 

Transaksi dengan hasil yang 
tidak berhubungan dengan 
aktivitas bisnis, catatan dan 
aset keuangan tidak wajar 

Perusahaan yang mengalami 
kerugian permanen, hasil yang 
tidak wajar, catatan tidak 
lengkap/dirusak 

Receiving a bribe Menerima suap atau hasil 
korupsi 

Menerima pembayaran yang 
terindikasi korup 

 



pertukaran informasi dan investigasi 
bersama.
 Langkah berikutnya terkait 
mekanisme kerja sama. Misalnya dalam 
kerja sama pertukaran serta pelaporan 
dan pembagian informasi, apakah akan 
bersifat terbatas, diskresi (pilihan) atau 
wajib. Bentuk ideal yang disarankan oleh 
OECD (2018) adalah dalam bentuk 
well-managed mandatory. Dalam kerja 
sama antar otoritas juga diperlukan pelati-
han atas indikator tax crime dan korupsi 
bagi petugas otoritas. Selain itu bentuk 
operasi bersama, data intelijen, serta 
penugasan staf antar otoritas disarankan 
agar dapat meningkatkan enforcement 
capacity bagi masing-masing otoritas.
 Setelah menetapkan tahapan kerja 
sama antar otoritas, selanjutnya diperlu-
kan penentuan bentuk kerja sama yang 
dibutuhkan dalam menangani tax crime 
dan korupsi. Kerja sama otoritas pajak dan 
otoritas anti korupsi dapat dilakukan 
dengan kerangka sebagaimana rekomen-
dasi OECD (2018) dalam delapan area. 
Area tersebut berupa Threat assessment, 
Detection, Referral, Information sharing, 
Join investigations and sharing capability, 
Strengthened enforcement outcomes, 
Institutional integrity, dan Policy develop-
ment. Fungsi dari masing-masing otoritas 
sesuai kapasitas dan kewenangan yang 
telah diatur dalam aturan perundang-un-
dangan, dapat ditingkatkan dalam bentuk 
kerja sama. Adapun kerja sama antar 
otoritas pajak dan otoritas anti korupsi 
dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 2. di 
bawah ini.
 

Menurut OECD (2018), peningkatan 
kemampuan identifikasi atas indikator 
kejahatan pajak dan korupsi ini perlu 
dilakukan oleh masing-masing otoritas. 
Kelemahan sistem pengawasan yang 
terjadi dapat direduksi melalui pemaha-
man yang lebih baik terkait aktivitas dan 
lingkungan bisnis atas entitas yang 
masuk kategori high risk. Kesadaran 
atau awareness atas indikator tax crime 
atau korupsi akan memudahkan otori-
tas tersebut dalam mengidentifikasi 
suatu transaksi yang mencurigakan dan 
dapat menjadi informasi berharga bagi 
otoritas lain yang berkepentingan 
melalui pertukaran informasi. Pratomo 
(2018) menyatakan bahwa ketidakmam-
puan otoritas pajak Indonesia dalam 
mendeteksi ketidakpatuhan pajak dise-
babkan oleh keterbatasan informasi 
dan tidak efektifnya mekanisme pertu-
karan informasi antar otoritas.
 
3) Menentukan Bentuk Kerja sama 
Antar Otoritas Dalam Menangani Tax 
Crime dan Korupsi

OECD dan Bank Dunia pada tahun 2018 
telah merekomendasikan tahapan 
dalam kerangka kerja sama antar otori-
tas pajak dan otoritas anti korupsi. Taha-
pan pertama adalah melakukan identifi-
kasi peran dan hubungan serta 
kewenangan masing-masing otoritas 
dan bagaimana interaksi antar otoritas 
saat ini.  Langkah selanjutnya adalah 
mempertimbangkan bentuk yang lebih 
efektif dan tantangan dalam melakukan 
kerja sama baik dari aspek legal, ham-
batan operasional, dukungan kultur,  
dan politik yang sangat mungkin terjadi. 
Apakah misalnya terdapat peluang
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bersama tersebut diformalkan dalam 
suatu perjanjian dan diawasi oleh Komite 
Manajemen Gabungan, yang terdiri dari 
Koordinator Kepolisian Australia (AFP) 
untuk Operasi Kejahatan dan Direktur 
Nasional dari Departemen Perpajakan 
Australia (ATO).

OECD (2018) menyatakan bahwa salah 
satu bentuk kerja sama dalam bentuk 
joint investigations and sharing capabili-
ty dilakukan dalam Operasi X di Austra-
lia. Operasi ini adalah investigasi bersa-
ma banyak lembaga terhadap dugaan 
penipuan sistemik atas GST. Investigasi 
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Bentuk Kerja 
Sama 

Keterangan 

Threat 
assessment 

Otoritas pajak mengidentifikasi individu dalam suatu organisasi (baik 
di pemerintahan maupun sektor privat yang terindikasi korupsi, 
sebaliknya otoritas anti korupsi menyediakan tipe profil yang 
beresiko terlibat korupsi  

Detection Otoritas pajak mendeteksi indikator korupsi dimana penghasilannya 
tidak sesuai dengan gaya hidup, sebaliknya otoritas anti korupsi 
dapat mendeteksi indikator dari tax crime berupa aset atau 
penghasilan yang berusaha disembunyikan atau korupsi yang 
melibatkan pejabat publik 

Referral Masing-masing otoritas dapat menyerahkan kecurigaan tax crime 
atau korupsi untuk investigasi dan penegakan hukum lebih lanjut 

Information 
sharing 

Masing-masing otoritas dapat berbagi informasi dan data yang 
diperoleh dari investigasi berupa penghasilan, aset, transaksi 
finansial, informasi perbankan termasuk informasi yang melibatkan 
yurisdiksi luar negeri 

Joint 
investigations 
and sharing 
capability 

Masing-masing otoritas dapat bekerja sama dalam investigasi dan 
penegakan hukum misalnya dalam hal analisis terhadap subjek dan 
potensi korupsi atas temuan audit dan investigasi pajak. 

Strengthened 
enforcement 
outcomes 

Masing-masing otoritas dapat saling melengkapi celah/kelemahan 
aturan dengan kerja sama penegakan hukum sehingga tuntutan atas 
perilaku tax crime dan korupsi dapat maksimal. 

Institutional 
integrity 

Tindakan preventif terjadinya potensi tax crime yang melibatkan 
pejabat publik atau oknum petugas masing-masing otoritas melalui 
kerja sama pencegahan 

Policy 
development 

Masing-masing otoritas dapat terlibat dalam mengembangkan 
kebijakan mengatasi kejahatan ekonomi 

 

Tabel 2 
Bentuk Kerja Sama Otoritas Pajak dan Otoritas Anti Korupsi Berdasarkan Rekomendasi OECD

Sumber: OECD, 2018, Diolah Oleh Penulis



Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal 
dalam arti sempit (Mansury,1999). Terma-
suk didalamnya adalah kebijakan penen-
tuan basis pajak, subjek pajak, objek pajak, 
pengecualian serta bagaimana menentu-
kan prosedur pelaksanaan kewajiban oleh 
wajib pajak. Dalam konteks tersebut maka 
kerja sama otoritas pajak dengan otoritas 
lain sebagai upaya menangani tax crime 
untuk meningkatkan penerimaan pajak 
adalah bagian dari instrumen kebijakan 
pajak. Salah satu bentuk kebijakan pajak 
yang memiliki peran penting dalam kerja 
sama tersebut adalah pertukaran infor-
masi atau information sharing.
 Bentuk kerja sama information 
sharing menjadi penting karena menurut 
Prastowo (2017), kerja sama DJP dan otor-
itas lain dalam membangun basis data 
pajak yang komprehensif akan menjadi 
tools efektif dalam memaksimalkan hak 
negara dari penerimaan pajak. Data dari 
pihak ketiga tersebut akan memiliki peran 
yang sangat penting untuk mencegah dan 
mengantisipasi penghindaran pajak yang 
agresif, pengelakan pajak serta menan-
gani kejahatan pajak. Di sisi lain otoritas 
anti korupsi seperti KPK mendapatkan

korupsi. Lebih lanjut dijelaskan oleh 
Prastowo bahwa kerja sama tersebut juga 
diharapkan dapat membangun basis data 
yang komprehensif dalam upaya memak-
simalkan potensi pajak. Oleh karena itu, 
DJP diharapkan dapat mengambil peran 
dalam kerja sama antar otoritas dengan 
memilih bentuk paling efektif dalam upaya 
meningkatkan kepatuhan pajak dengan 
segala kondisi dan keterbatasan yang ada.

Petugas ATO dikirim ke AFP untuk 
memberikan dukungan investigasi yang 
sedang berlangsung dan memfasilitasi 
pengungkapan informasi yang dilind-
ungi ATO, termasuk data pembayar 
pajak, analisis atas data dan informasi 
yang relevan dengan Fraud Prevention 
and Internal Investigations (FPII). AFP 
menyita lebih dari 1,5 juta AUD dari tiga 
individu terkait dengan Operasi X. 
Ketiga orang ini berhasil dituntut atas 
uang yang dicurigai sebagai hasil keja-
hatan. Investigasi gabungan ini juga 
menghasilkan penuntutan yang sukses 
terhadap mantan staf ATO yang terlibat.
 Contoh bentuk kerja sama lain 
adalah penerapan di Georgia, dimana 
kasus korupsi terdeteksi melalui assess-
ment atas dugaan kejahatan pajak 
(OECD, 2018). Pada tahun 2014, dilaku-
kan investigasi terhadap perusahaan 
yang diduga melakukan kejahatan 
perpajakan dengan penggunaan doku-
men palsu. Investigator otoritas pajak 
menilai kembali kewajiban pajak peru-
sahaan dan ditemukan fakta bahwa 
terjadi rekayasa pengeluaran dari suatu 
proyek negara, dan melakukan fraud 
atas dokumen penghasilan kena pajak 
mereka. Georgia mencatat bahwa peja-
bat negara terindikasi korupsi karena 
terlibat dalam kontrak dengan perusa-
haan, dan bertanggung jawab atas 
kasus tersebut.
 Kerja sama antar otoritas pajak 
dan otoritas anti korupsi tersebut akan 
meningkatkan kinerja masing-masing 
otoritas. Menurut penelitian Prastowo 
(2017) kerja sama DJP dan institusi lain 
akan menciptakan sistem pengawasan 
dan pemantauan yang lebih baik 
sebagai upaya penegakan hukum atas 
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3.2  Peluang Kerja sama antara 
       DJP dan KPK



penelitian data hingga tindak lanjut pen-
gawasan dalam rangka penggalian poten-
si perpajakan, pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan pen-
gawasan kepatuhan pemenuhan kewa-
jiban perpajakan wajib pajak, dan pening-
katan penerimaan perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang perpajakan.
 Kegiatan pengawasan wajib pajak 
oleh DJP saat ini dilakukan melalui sistem 
informasi bernama Approweb sebagai 
tools yang merupakan aplikasi penyandin-
gan data internal dan data eksternal 
dalam melakukan pengawasan. Pada 
tahun 2015 dilakukan pengembangan 
terhadap Aplikasi Approweb dengan 
berlakunya SE-10/PJ/2015 tentang 
Pedoman Administrasi Pembangunan, 
Pemanfaatan dan Pengawasan Data 
(PAP3D). Pada Approweb Generasi Ketiga 
ini terdapat setidaknya tiga tools penga-
wasan yang dapat dioptimalkan dalam 
upaya kerja sama antar otoritas. Pertama, 
Modul Profil Wajib Pajak yang terdiri atas 
data dan informasi dari setiap wajib pajak 
yang dikumpulkan dari berbagai sumber 
baik internal DJP maupun dari pihak 
ketiga. Kedua, Modul Data dan Analisis 
yang merupakan modul untuk mendeteksi 
secara dini ketidakpatuhan wajib pajak 
dengan memunculkan kasus-kasus 
tertentu. Ketiga, Modul Aktivitas Penga-
wasan sebagai modul khusus untuk pen-
gawasan terhadap wajib pajak. 
 Pada sisi lain KPK memiliki basis 
data pelaporan publik atas indikasi 
dugaan korupsi serta data kekayaan 
penyelenggara negara. Ketika menemu-
kan indikasi tindakan korupsi, publik dapat 
mengunjungi website KPK lalu pilih menu 
"KPK Whistleblower's System", atau

feeding data indikasi korupsi yang 
membantu upaya pencegahan korupsi.
 Peran KPK dalam melaksanakan 
pemberantasan korupsi di sektor 
perpajakan sejatinya dapat dilakukan 
melalui pencegahan. Menurut Pasal 1 
ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 
tahun 2002, pemberantasan korupsi 
adalah "serangkaian tindakan untuk 
mencegah dan memberantas korupsi 
melalui upaya koordinasi, pengawasan, 
pemantauan, investigasi, penuntutan 
dan pemeriksaan di pengadilan, 
dengan partisipasi dari peraturan 
berbasis masyarakat. Dalam konteks 
perpajakan, maka "pemberantasan" 
termasuk pencegahan korupsi yang 
berasal dari kejahatan pajak. Oleh 
sebab itu kerja sama pertukaran infor-
masi relevan dengan konteks pencega-
han korupsi tersebut.
 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dapat melakukan kerja sama 
berupa information sharing. Mas-
ing-masing otoritas tersebut dapat 
berbagi informasi dan data berupa 
penghasilan, aset, transaksi finansial, 
informasi perbankan termasuk informa-
si yang melibatkan yurisdiksi luar negeri. 
DJP memiliki kapasitas dan kewenangan 
untuk melakukan pengawasan terha-
dap wajib pajak. Sementara KPK memi-
liki basis data pelaporan indikasi korupsi 
berdasarkan laporan masyarakat serta 
Laporan Harta Kekayaan Penyelengga-
ra Negara (LHKPN) dari penyelenggara 
negara.
 Salah satu kewenangan DJP 
adalah melakukan pengawasan kepada 
wajib pajak. Pengawasan wajib pajak 
merupakan serangkaian kegiatan 
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sumber data potensial bagi DJP untuk 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dalam 
praktiknya tentu saja kerja sama sistematis 
ini membutuhkan perangkat aturan 
sebagai payung hukum agar konstruksi 
kerja sama tersebut dapat terwujud.
 Bentuk kerja sama information 
sharing antara Direktorat Jenderal Pajak 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi terse-
but dapat digambarkan melalui skema 
pada Gambar. 2. Modul pengawasan 
wajib pajak pada Approweb dan basis 
data KPK dimanfaatkan sebagai jembatan 
pertukaran informasi antar otoritas dari 
indikator kejahatan pajak dan korupsi 
yang muncul dari suatu entitas. 
Sebagaimana rekomendasi tahapan ke-4 
OECD bahwa bentuk ideal dari 
mekanisme pelaporan dan pembagian 
informasi adalah bersifat well-managed 
mandatory.
 Desain kerja sama sistematis 
antara otoritas pajak dengan otoritas lain 
pada hakikatnya bertujuan meningkatkan 
kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak 
memerlukan dukungan informasi dari 
berbagai pihak, tidak terkecuali otoritas 
anti korupsi seperti KPK dalam mengawasi 
kepatuhan pajak. Apabila indikasi kejaha-
tan pajak dapat dimitigasi sejak awal maka 
diharapkan upaya memaksimalkan poten-
si penerimaan negara dapat berjalan efek-
tif dan lebih efisien karena didukung oleh 
data yang relevan dan reliable. 

langsung mengaksesnya melalui: 
http://kws.kpk.go.id. Indikasi tindakan 
korupsi tersebut antara lain berupa 
perbuatan melawan hukum memper-
kaya diri orang/badan yang merugikan 
keuangan/perekonomian negara, men-
yalahgunakan kewenangan karena 
jabatan/kedudukan yang dapat meru-
gikan keuangan/perekonomian negara, 
penggelapan dalam jabatan, pem-
erasan dalam jabatan, serta tindak 
pidana yang berkaitan dengan pembo-
rongan dan delik gratifikasi. KPK saat ini 
juga diberikan kewenangan mengad-
ministrasikan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 
penyelenggara negara. Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
menggunakan aplikasi yang berbasis 
web dengan alamat elhkpn.kpk.go.id, 
sehingga data yang dilaporkan Penye-
lenggara Negara secara otomatis 
tersimpan dalam server yang ada di 
KPK. Data e-LHKPN berisi Data Pribadi, 
Jabatan, Keluarga, Harta, Penerimaan, 
Pengeluaran, dan Penerimaan Fasilitas.
 Kerja sama pertukaran informasi 
dan pengawasan indikator korupsi dan 
tax crime antara DJP dengan KPK dapat 
memanfaatkan Approweb dan data 
e-LHKPN serta KPK Whistleblower’s 
System. Modul Aktivitas Pengawasan, 
Modul Data dan Analisis dan Modul 
Profil Wajib Pajak pada Approweb 
dalam kegiatan pengawasan wajib 
pajak dapat dimanfaatkan untuk men-
deteksi indikator fraud yang berpotensi 
korupsi sehingga menjadi feedback bagi 
KPK untuk tindakan selanjutnya. 
 Sebaliknya, basis data KPK yang 
telah diverifikasi dan memunculkan 
indikator tax crime dapat menjadi
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Desain kebijakan kerja sama secara siste-
matis antar otoritas pajak dan otoritas anti 
korupsi perlu mempertimbangkan tiga 
aspek penting yaitu bagaimana men-
gidentifikasi perilaku ketidakpatuhan 
pajak, bagaimana melakukan identifikasi 
indikator tax crime dan korupsi oleh mas-
ing-masing otoritas, serta bagaimana 
memilih bentuk kerja sama yang dilaku-
kan. Terdapat peluang kerja sama siste-
matis dengan bentuk information sharing 
antara DJP dan KPK dengan mekanisme 
pelaporan dan pembagian informasi yang 
bersifat well-managed mandatory dengan 
memanfaatkan Aplikasi Approweb, e-LH-
KPN, serta KPK Whistleblower’s System. 

Desain kerja sama sistematis antara otori-
tas pajak dengan otoritas lain pada haki-
katnya bertujuan meningkatkan kepatu-
han pajak. Direktorat Jenderal Pajak 
memerlukan dukungan informasi dari 
berbagai pihak, tidak terkecuali otoritas 
anti korupsi seperti KPK dalam mengawasi 
kepatuhan pajak. Apabila indikasi kejaha-
tan pajak dapat dimitigasi sejak awal maka 
diharapkan upaya memaksimalkan poten-
si penerimaan negara dapat berjalan efek-
tif dan lebih efisien karena didukung oleh 
data yang relevan dan reliable. Di sisi lain, 
adanya kerja sama pengawasan melibat-
kan KPK dengan berbagai sumber daya 
yang belum dimiliki oleh DJP diharapkan 
dapat mencegah munculnya tindakan 
kejahatan pajak. Hal ini tentunya sangat 
mendukung upaya DJP dalam meningkat-
kan kepatuhan pajak.

Redhy Matabean, Vishnu Juwono/ Kerja Sama Otoritas Pajak dan Otoritas Anti Korupsi...(2019) 75-91

89

  

 
DJP KPK 

Approweb 

• Modul Profil Wajib 
Pajak 

• Modul Data dan 
Analisis 

• Modul Pengawasan 

e-LHKPN dan KPK 
Whistleblower’s System 

Data Pengaduan 

• Orang Pribadi  
• Korporasi 
• Penyelenggara 

Negara 
 

Pengawasan Kewajiban Pajak dari 
entitas berdasarkan data dari KPK 
yang memenuhi tax crime indicator 

 

Penindakan atas data entitas dari 
DJP yang diduga melakukan 
corruption indicator 

 

Well-Managed Mandatory 

Pertukaran
Informasi

Gambar 2. Skema Kerja Sama Pertukaran Informasi DJP-KPK

Sumber: Diolah Oleh Penulis

4. KESIMPULAN 



Apabila kerja sama pertukaran informasi 
antar otoritas dapat terlaksana, DJP dapat 
memperoleh data entitas dari KPK atas 
indikator tax crime untuk diawasi kewa-
jiban perpajakannya sekaligus memberi-
kan feedback berupa profil ketidakpatu-
han pajak atas entitas yang memenuhi 
indikator korupsi kepada KPK. Kerja sama 
ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
strategi yang mendukung upaya mening-
katkan kepatuhan pajak.
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